
a. bahwa dengan adanya perubahan target penerimaan 
Retribusi Daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, maka 
perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 14 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah yang 
Dikelola Dins Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Purbalingga Tahun Anggaran 2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang 
Dikelola Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten 
Purbalingga Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

BUPATI PURBALINGGA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 
2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021 

BUPATI PURBALINGGA 

PROVINS! JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

NOMOR 80 TAHUN 2021 
TENTANG 



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 79); 



Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang 
Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 14) diubah, 
sehingga penjabaran target penerimaan retribusi yang 
dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 
2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
DAERAH YANG DIKELOLA DIN AS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 
ANGGARAN 2021 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 98); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 6); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

Menetapkan 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 

HE 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 30 sept e ... be r 2C>21 

Ditetapkan di Purbalingga 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Pasal II 

pada tanggal 3C' ~~pte '....a ... 20<'1 

BUPATI PURBALIN,GGA, r 
<" 

i AH HAY~ING PRAT!Wlol; 



! DYAH HAYUNING PRATIWI..,<. 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA, 

HE~STI 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 30 s.;;;.,-,+eJ .• bar 20?1 

\ 

NO Target 
Jenis Retribusi Target Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Penerimaan 

Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah % 
1. Retribusi Pengendalian 850. 000 . 000 ,00 212.500.000,00 25 425.000,000 50 637.500.000,00 75 850.000.000,00 100 

Menara Telekomunikasi 

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
NO MOR 80 'Tl;':JT 1i 2021 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG 
DIKELOLA DINAS K0MUNIKASI DAN INFORMATIKA 
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021 


